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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Kepastian Hukum 

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat 

dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat 

mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu 

pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak 

memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap 

orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu 

tindakan hukum tertentu. 

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari 

persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, 

memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam 

kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka 

dengan cara legal formal. 

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan 

suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan 

begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu 

tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. 

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa 

kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. 
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Gustav Radbruch menjelaskan
1
, bahwa dalam teori kepastian hukum yang 

ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat 

dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. 

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif 

ialah perundang-undangan. 

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat 

berdasarkan pada kenyataan. 

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan 

dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal 

pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. 

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. 

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan 

pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian 

hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum 

adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk 

dari perundang-undangan.
2
 

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, 

hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia 

yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif 

tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan 

yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. 

                                                             
1 Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19 
2Ibid, hlm 20 
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Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang 

pasti adalah sebagai pedoman kelakukan serta adil adalah pedoman kelakukan 

yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan 

bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang 

dimilikinya. 

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai 

kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut. 

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, 

konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut 

haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu 

jelas, konsisten dan mudah diperoleh. 

2. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan 

hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat 

kepadanya. 

3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat 

menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku 

warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan 

oleh pemerintah. 

4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak 

berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim 

tersebut dapat menyelesaikan hukum.
3
 

5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan. 

                                                             
3 Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28 
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Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut 

menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum 

sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. 

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan 

kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya 

yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. 

Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal 

certainly, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada 

keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi 

serta memahami sistem hukum negara tersebut. 

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya 

dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah 

dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan 

oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin 

kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang 

hadir dalam hidup masyarakat. 

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa 

kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo 

mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum 

dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang 

memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu 

sendiri. 
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Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat 

dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang 

berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, 

menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu 

subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada 

hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan 

hukum adalah hal yang berbeda.
4
 

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai 

dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum 

yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari 

kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai 

tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan 

negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. 

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum 

dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang 

berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.
5
 

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut. 

                                                             
4 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158 
5 Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, 

(Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan 

Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, https: //ngobrolinhukum.wordpress 

com/2013/02/05 35 Herowati 
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1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi 

mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan 

menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula. 

2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah 

atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu 

peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, 

dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki 

kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-

undangan tertentu. 

3. Adanya konsistenti pada norma hukum perundang-undanga. Maksudnya, 

ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut 

memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan 

dengan satu dan yang lainnya. 

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum 

menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang 

dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang 

dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya 

kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan 

wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya. 

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan 

bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas 

tersebut tidak terpenuh, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat 
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disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada 

kepastian hukum. 

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang 

ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang 

dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah 

jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.
6
 

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri 

dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk 

hal-hal tertentu. 

2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus 

diumumkan kepada publik. 

3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak 

integritas suatu sistem. 

4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti 

oleh masyarakat umum. 

5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan. 

6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan 

yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan. 

7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah. 

                                                             
6 Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58. 
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8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian 

antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan 

bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksaan hukum tersebut, 

dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah 

perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu 

berjalan. 

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, 

segi yang pertama adalah mengenai bepaalbaarheid atau dapat dibentuknya 

hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang 

mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum 

memulai suatu perkara. 

Semenatara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. 

Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu 

perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. 

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa 

definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai 

hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang 

berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut 

Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada 

alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai 
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dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya 

hukum. 

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu 

bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum 

tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta 

peraturan tersebut dapat dilaksanakan. 

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan 

berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, 

mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari 

peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak 

berwenang tersebut. 

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki 

sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan 

menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat 

hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak 

maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada 

masyarakat tersebut.
7
  

                                                             
7https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-

hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%

20sistem%20hukum%20negara diakses pada 5 Januari 2023 

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara
https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara
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B. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (geen straf zonder schuld) 

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat 

melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum 

dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup 

apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

atau bersifat melawan hukum. 

Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang 

dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal 

tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana.Untuk pemidanaan 

masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu 

mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guild). 
8
 

Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan 

atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat 

dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut 

“asas tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne schuld atau geen straf 

zonder schuld atau nulla poena sine culpa), culpa di sini dalam arti luas meliputi 

juga kesengajaan. 

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban.Kesalahan merupakan 

keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan 

perbuatannya.Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat 

dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan 

                                                             
8 Suprapto, 1963, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional, 

Widjaja, Jakarta, h. 47. 
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merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, 

sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan 

kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan 

adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :  

(1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,  

(2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa),  

(3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan 

pemaaf. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu 

bergantung pada unsur yang lain.
9
 

 

C. Teori pertimbangan hakim 

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan 

hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim 

merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 

IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. 

                                                             
9 Sudarto, 1983, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, h. 85. 
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Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang 

bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 

24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu 

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan 

ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala 

campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-halsebagaimana 

disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan 

wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya 

mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) 

UU No.48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menegaskan bahwa: Kekuasaan 

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang 

berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak 

telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.
10

 

                                                             
10 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101 
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Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 

(impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di 

sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim 

harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan 

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya 

perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili 

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim 

diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. 

Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang 

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 

penilaianterhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 

berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 

tersebut. 

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin komplek dituntut adanya 

penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk 

figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada 

hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi 

terselenggaranya fungsi peradilan itu.
11

 

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 

ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 

                                                             
11 Nanda Agung Dewantoro, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana 

(Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149 
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2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam 

menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan 

pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono 

Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim 

menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.
12

 

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat(1) 

UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena itu dalam 

memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa 

keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain 

yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. 

Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang 

sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya 

mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. Dalam 

doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman 

sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam 

konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu: 

a. Kesalahan pembuat tindak pidana;  

                                                             
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 

2003, hal. 383. 
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b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  

c. Sikap batin pembuat tindak pidana;  

d. Apakah tindak pidana dilakukan berencana;  

e. Cara melakukan tindak pidana;  

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;  

g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;  

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 

 j. Pemaafan dari korban atau keluarganya;  

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka 

perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas 

kesalahan Geen Straf Zonder Schuld (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum 

tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman 

terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh 

pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan 

hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan 

dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu 

direncanakan). 

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim 

dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan 

mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan 

juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan 
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hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan 

yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada 

korban dan juga keluarga korban. 

D. Tindak Pidana Pencucian Uang 

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 

Perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan berbagai 

macam kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun 

oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun melintasi batas 

wilayah negara lain, antara lain berupa tindak pidana korupsi, 

penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, 

penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan 

psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata 

gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan dan 

berbagai kejahatan kerah putih.
13

 

Tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk 

menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil 

kejahatan dengan melalui berbagai cara dan memasukannya ke dalam 

sistem keuangan agar harta kekayaan hasil kejahatan tersebut menjadi 

kelihatan legal. Oleh karena itu, agar hasil kejahatan dapat menghasilkan 

keuntungan di sistem keuangan yang legal dan juga menjaga reputasi 

                                                             
13 Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, 

dan Kepailitan. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 18 
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atau status sosial seseorang atau suatu kelompok, para pelaku 

melakukan tindak pidana pencucian uang.
14

 

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan yang 

mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan 

tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan 

bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up 

crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau 

kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau 

ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu 

kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan 

proses pencucian. 

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terdapat dalam 

pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa 

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “tindak pidana pencucian uang 

merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang 

dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer 

,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, 

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan 

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta 

                                                             
14Ibid. hlm 19 
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kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 

tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan 

mengusainya” 

 

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang 

Indonesia sendiri dalam upaya pencegahan tindak pidana 

pencucian uang telah mengeluarkan beberapa peraturan 

perundangundangan guna untuk menekan maraknya jumlah kejahan 

TPPU di Indonesia, diantara adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Berlakunya ketentuan Pidana di Indonesia yang digambarkan 

dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku, telah 

diperluas dengan adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu
15

 :  

1. Aturan Pidana Indonesia akan diberlakukannya untuk Tindak 

Pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara Indonesia yang 

sedang berada di Luar Negeri. Ketentuan Pidana dalam UndangUndang 

                                                             
15 Soewarsono. H dan Reda Manthovani. 2004. Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang di 

Indonesia. Jakarta : Malibu. Hlm 61 
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Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia yang diatur 

dalam Pasal 4 KUHP melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 

Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 bis ke-1, Pasal 127 

dan Pasal 131 KUHP yang menyangkut kejahatan terhadap keamanan 

Negara.  

2. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana dalam 

Undang-Undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negeri Indonesia 

pegawai negeri sipil dan tentara nasional Indonesia atau polisi republik 

Indonesia (PNS dan TNI atau POLRI) yang berada di luar Indonesia 

mengenai salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XXVIII, buku II 

KUHP tentang Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.  

3. Pasal 8 KUHP berlaku bagi Nahkoda kapal Indonesia yang 

berada di luar Indonesia melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam 

Bab XXIX dalam Buku II KUHP tentang kejahatan pelayaran dan Bab 

IX dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran Pelayanan. 

Pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, 

Pasal 7, Pasal 8 KUHP tersebut di atas yaitu pengecualian yang diakui 

oleh Hukum Internasional. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 memperluas cakupannya, dengan jangkauan setiap orang (Orang 

perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah Indonesia 

memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk 

terjadinya dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 
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Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah 

sebagai berikut: “korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika; 

penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang 

perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; 

kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; 

terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan 

uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; 

di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau 

indak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 

atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut 

hukum Indonesia”. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga 

akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung 

untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan 

disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf n. 

Adapun bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam pasal 

3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

TPPU sebagai berikut:  



48 
 

 
 

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, 

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan 

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta 

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan 

hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah).  

2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan 

yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana 

Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah).  

3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 

penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya 

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi 

Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

5. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, 

pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil 

Pengendali Korporasi. 

6. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana 

Pencucian Uang:  

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali 

Korporasi;  

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan 

Korporasi;  

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau 

pemberi perintah; dan  

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi 

Korporasi. 

7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana 

denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat(1), 
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terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan 

berupa:  

a. pengumuman putusan hakim;  

b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha 

Korporasi;  

c. pencabutan izin usaha;  

d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;  

e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau  

f. pengambilalihan Korporasi oleh negara. 

8. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana 

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, 

pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 

1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.  

9. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda 

tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik 

Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama 

dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal 

penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana 

kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil 

Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah 

dibayar.  



51 
 

 
 

10. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan 

percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk 

melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan 

Pasal 5. 

 

3. Bentuk Pencucian Uang 

Secara umum proses pencucian uang ini dapat dikelompokkan 

dalam tiga tahap ; Pertama, penempatan (placement), yakni upaya 

menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam 

sistem keuangan, terutama sistem perbankan (Sutan, 2014: 35). Dalam 

proses ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui 

penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, 

penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan 

uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.
16

 

Bentuk kegiatan dari placement antara lain:  

a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini 

diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan;  

b. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) 

sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;  

                                                             
16 Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah, Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017. http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie. Hlm 188 

http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
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c. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu 

negara ke negara lain;  

d. Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait 

dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan;  

e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk 

keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal 

sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang 

pembayarannya dilakukan melalui PJK 

Kedua, transfer (layering), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan 

yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil masuk ke dalam 

sistem keuangan melalui penempatan (placement). Dalam proses ini terdapat 

rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui 

pengalihan dana hasil placement ke beberapa rekening lainnya dengan 

serangkaian transaksi yang kompleks. Layering dapat pula dilakukan dengan 

transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan yang 

memiliki nama dan badan hukum namun tidak memiliki kegiatan apapun. Adapun 

bentuk kegiatan dari layering adalah:  

2. Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau 

negara;  

3. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi 

yang sah;  

4. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan 

usaha yang sah maupun Shell Company 
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Ketiga, menggunakan harta kekayaan (integration), yakni suatu upaya 

menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah 

berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui placement atau layering 

sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money) untuk 

kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan 

4. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang 

Pencucian uang (Money Laundering) merupakan salah satu 

kejahatan kerah putih (white collar crime). Dikatakan kejahatan kerah 

putih karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, 

sehingga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual 

tinggi. Tidak diragukan lagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi cukup mendukung praktik pencucian uang, sehingga banyak 

pandangan pencucian uang adalah kejahatan yang lahir di era 

globalisasi. Namun konsep menyamarkan hasil kejahatan ini sebenarnya 

sudah dilakukan sejak tahun 1920-an. 

“Pada tahun 1920-an, para pelaku kejahatan terorganisasi di 

Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui 

usaha binatu (laundry). Mereka banyak mendirikan usaha binatu 

(laundry) sebagai tempat persembunyian uang haram.” Al Capone, salah 

satu mafia besar di Amerika Serikat, memperkerjakan Meyer Lansky, 

seorang akuntan yang berkewarganegaraan Polandia, untuk melakukan 

pencucian uang dari kejahatannya dengan bisnis binatu ini yang dikenal 

Laundromats (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena sistemnya 
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dengan penggunaan uang tunai sehingga mempercepat proses pencucian 

uang yang diperoleh dari hasil pemerasan, prostitusi, perjudian, dan 

penyelundupan minuman beralkohol terlihat.
17

 sebagai uang yang halal. 

Meskipun demikian, Al Capone dituntut dan dihukum dengan pidana 

penjara berdasarkan penghindaran pajak (tax evasion), sedangkan tindak 

pidana pencucian uangnya tidak dipidana. Namun saat itu sudah mulai 

dikenal istilah money laundering (pencucian uang)
18

 

 

                                                             
17 J.E. Sahetapy, 2003, Business Uang Haram, Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional), hlm. 11. 
18 www.casetext.com. Diakses pada tanggal 13 Januari 2022. 


